
 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar aksesibilitas dan 
mobilitas arus barang dan jasa, untuk mendukung 
aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang 

dikembangkan melalui pendekatan wilayah, dengan 
tujuan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan 

pembangunan antar wilayah, perlu menetapkan 
pedoman penetapan jalan kabupaten dan jalan desa 

di wilayah Kabupaten Bandung; 

  b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan 

Jalan Desa belum memenuhi kesesuaian antara jenis, 
hierarki, dan materi muatan dalam asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
baik sehingga perlu dicabut;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan Jalan 

Desa. 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 
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  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5025); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 
/Prt/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Jalan Khusus; 

  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
19/Prt/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan 

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 

  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

03/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi 
Jalan dan Status Jalan; 

  13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 
tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan 

Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) 
dan Jalan Kolektor 1 (JKP-1); 
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  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan 

Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 

  16. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 23); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai 
dengan Tahun 2036 (Lembaran Daerah Tahun 2016 

Nomor 27); 

  18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2016 Nomor 63); 

  19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 78); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN 
PENETAPAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA 

 
   

Pasal 1 
 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Penetapan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 26 April 2018 

  
 BUPATI BANDUNG, 

  
 ttd 
  

  
  

 DADANG M. NASER 
  

  
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 April 2018  

  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

  
ttd  

  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA 

 

 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018  NOMOR 25 
 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19740717 199803 1 003 

 


